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wALI Ko恥s量BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN wAし量KOTA s萱Bo鵬A

NOMOR 41 TAHUN 2021

TEN恥NG

RENCANA KER｣A pBMERIN皿H DAERAH PERUBAHAN

Ko恥slBOしGA TAHUN 2021

D巳NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL量KOTA S工BOLGA,

Menimbang : a･ b血wa sehubung皿dengan ad紬ya perkemb紬g紬yang

缶dak sesuai dengan asumsi ke｢angka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prio正as dan c鵡aran pembangunan,

rencana program din　kegiatan p五〇五tas daerah, perlu

disusun Rencana Ker]`a pemerintah Daerah Perubahan

(RKPD･P) Kota Sibolga Tahun 2021 ag狐dal孤penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan

軸oritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Angg-

202 1 dapat terlaks劃a dengan ba毘;

b･ bahwa be｢dasarkan pe巾imbang狐sebagaimana dmaksud

pada bumf a, pe｢lu　皿enetapk紬　Pera血ran Wali Kota

tentang Renc劃a Ke工ja Pemehntah Daerah Perubah劃Kota

Sibolga Tahun 202 i ;

1･ Undang-Und紬g Nomor　8　D止　Tahun 1956　tent餌g

Pembentukan Daerah Otono皿　Ko血-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Nega重a Republik　工ndone8ia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambchan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyele皿ggaraa皿　Neg狐a yang Bersih dan Bebas Dan

Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999　Nomor　75, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 3851 );

3･ Undang-Und紬g Nomor 17 Tahun 2003 tent紬g Keu紬g紬

Negal’a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor年7, Tambahanしβmba則Nega｢a Republik Indonesia

Nomor 4286);
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4･ Undang-Und紬g Nomor　25　Tahun　2004　tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik　量ndonesia Tahun　2004　Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 442 1);

5･　Und狐g-Undang Nomor　33　Tahun　2004　tentang

Perimbangan Keuangan An健脚　Pem�&也F����W6�B�F��

Pemerintchan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2004　Nomor 126, Ta皿bah紬　Lembar紬　Negara

RepubⅡk事ndonesia Nomor 4438) ;

6.　Undang-Undmg Nomor 17 Tahun　2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional　2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7.　Und孤g-Und孤g Nomor　12　Tahun　2011　tent紬g

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Nega工a RepubⅡk hdoncsia Tahun　2011 Nomor　82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

8.　Und紬g葛Undang Nomor　23　T血iun　2014　tent劃g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tanbahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 5587) sebaga王mana telah diubah

bcbe鴫pa kali terakhir dengan Und紬g-Undang Nomor 9

Tahun 20 15 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Und紬g

Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemehntah紬　Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor

58, Tanbahan Lembaran Negara Repumk hdonesia Nomor
5679);

9.　Peratur孤　Pcmer血tah Nomor　71 tahun　2010　tentang

Standar Akuntansi Pemehntahan (Lembaran Negara

Republik工ndoncsia Tahun　2010　Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

10. Peraturan Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun　2019　Nomor　42, Tambahan Lembaran

Nega｢a Republik暮ndonesia 6322);

1 1. Peratur劃Presiden Nomo｢ 18 Tahun 2020 tcntang Renc狐a

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Talun　2020-

202午,

12. Peraturan Mente正　Da｣am Negeh Nomor 13 Tahun 2006

tent狐g pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah tel.akhir dengan Peraturan

Menteh Dalam Negc正　Nomor　21 Tahun　2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomo｢ 13　Tahun　2006　tent狐g Pedoman Pengelolaan

Keua皿g劃I Daerah (Be轟ta Neg紬a Republik量ndonesia T血un

2011 Nomor 310);
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13･ Peratur狐Mente正Dalam Nege正　Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencana劃, Pengenda重ian dan Evaluasi

Pembangun狐　Daerah, Ta屯　Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Pan]ang Daera血　dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Car.a Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,　Rencana,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Ke寄a Peme轟ntah Daerah (Be五ta Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor1312);

14･ Peratur紬　Mente轟　Da｣am Negeri Nomor　40　Tahun　2020

tentang Pedom紬　Pen)｢usunan Rencana Ke宣ja Peme正n亡ah

Daerah tahun 2021;

15･ Peraturan Men亡e正　Da重am Negeri Nomo｢ 64　Tahun　2020

tentang Pedoma皿　Penyusunan Angga｢an Pendapat狐　dan

Bela垂a Daerah tahun 202 1 ;

16･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10　Tahun　2010

tentang Rencana Pe皿b紬gun紬Jangka Pa巾ang Daerah

Kota Sibolga Tahun　2005-2025 (Lembar狐　Daerah Kota

Sjbolga Tahun 2010 Nomor 10);

17･ Peraturan Daerah Ko亡a Sibolga Nomo｢ 10　Tahun　2020

tentang Amggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 202 1 ;



5･ Keb主jak紬　Umum APBD y劃g sela可u血ya djsingkat KUA

adalah dokumen yang memuat ke坤akan bidang pendapata皿,

bela巾a d盆n pembiayaan se轟a asumsi y紬g mendasah untuk

pe五〇de 1 (satu) tahun.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah progr劃p五〇五tas dan patokan batas

maksimal aⅡggar劃ya轟g dibe玉kan kepada Perangkat Daerah

untuk se心ap pro親am scbaga王　acu狐　dalm penyusuna臆n

renc劃a ke重ja dan anggar紬Perangkat Daerah.

7. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya

disingkat KUA-P adalah ke坤ak紬umum和製a剛pemba血皿

Peme正ntah Kota Sibolga.

8･ Organisasi Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah organisasi perangkat daerah di L宣ngkungan Peme五ntah

Ko血Sibolga yang terdi正da正Sekretahat,萱nspektorat, Badan,

Dinas, dan K劃to工diしingkungan Peme玉ntah Kota Sibo宣ga.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat P.APBD adalah Perubahan Anggaran

Pendapatan d紬Bcla可a Daerah Kota Sibolga Tahun 202 1.

BAB量I

KEDUDUKAN

P貧sal 2

(1) RKPD･P ad血ah dokumen pe｢encanaan pemb紬gunan Kota

Sib○○ga untuk penode 1 (satu) tahun yaitu tahun　2021

terhitung mulai tanggal 1 Juli dan sampai dengan tanggal 31

Desember 2021.

(2) RKPD.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk

menyusun P.APBD Ta血un 2021.

(3) RKPD.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mer,guraikan

peruba轟an program d皿kegiat紬yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2021.

Pasal3

(1) RKPD.P merupakan acuan dan pedoman bagi OPD dalan

menyusun Re巾a Perangkat Daerah Perubahan Tahun 202 1.

(2) RKPD･P sebagaimana dimaksud pada ayat (1〉　memuat

kerangka ekonomi daerah, pnoritas-p五〇五tas pemb紬gunan

daerah, rencana kerja terukur dan rencana pendanaannya.

(3) ,RKPD.P蹄bagainana dimaksud pada ayat (2) sebagalmana

tercantum d血amし劃piran Peraturan Wali Ko屯ini yang

merupakan bagian y狐g心dak terpisahkan dad Pemturan

Wa重i Kota ini.

1 I. Peraturari..



Diund狐gkan di Sibolga

pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETAR看S DAERAH KOTA S萱BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER重恥DAERAH KOTA s暮BOLGA TAHUN 202 1 NOMOR 334

S粗inan sesuai dengan aslinya



BABVI

P各NU丁UP

Ren∞na Ke直Peme…置ah Dae｢ah Pe｢ubahan (RKPD-P) Kota Sjboiga tah… 2021 ,

me｢upakan dokumen pe｢e=憐れaa叩embangunan dae｢ah sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomo｢ 25丁ah… 2004 te=tang Sistem Pe｢en∽naan Pembangunan Nasional

〈SPPN)･ Pe｢ubahan Rencana Ke岬Pembanguna= Dae｢ah Pe｢ubahan (RKPD-P) tahun

2021 me｢upakan keianjutan da｢i RKPD tahun 2021 dan me｢upakan bagian yang tidak

te｢pisahkan da巾dokumen pe｢en憐れaa= baik tingkat Pusat, P剛insi maupun tingkat

Pe｢angkat Dae｢ah

Pe叫bahan ｢en∞na p｢og略mlkegia{an daiam RKPD-P Kota Siboiga丁ahun 2021

adaiah untuk pe｢cepatan pen∽palan target i=dikat○○ kine直penyeiengga｢aan peme｢intah

dae｢ah Daiam ha=e岬di penambahan kegiatan ba｢u pada KUA dan PPAS yang tidak

te｢dapat dalam RKPD-P Kota Sjboiga　丁ahun　2021, akan disusun Be巾ta A∞｢a

Kesepakatan Kepaia Dae｢ah dengan Ketua DPRD.

Demikianiah Ren∞na Ke両Pembangunan Dae｢ah Pe｢ubahan (RKPD-P) Kota

Sibolga丁ahun 2021, semoga hasii peiaksa=aan pada tahun 2021 akan membe｢ikan

manねat yang sebesa｢-besa｢nya bagi pemba=gunan dan kesqahte略an se-u田h ~apisa=

masya｢akat Kota Siboiga

WAしiKO丁A SIBO｣GA

dt○○

JAMA｣UDDIN POHAN

Salinan sesual dengan aslinya


